
 

  

BERITA NEGARA 
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 

TENTANG 

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 

YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak negara, 

legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan bukan 

kayu serta ketersediaan data dan informasi hasil hutan 

bukan kayu, perlu diatur mekanisme penatausahaan 

hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Hutan Negara; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil 

Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara 

dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan pemenuhan 

hak-hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil 

hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang 

Berasal dari Hutan Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
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serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 142); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5506); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-

II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-

II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 

Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan 

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14); 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-

II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan 

Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 49); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan 

Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada 

Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1039); 

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam 

atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1187); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang 

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran 

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi 

Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang 

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 

BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan 

pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, 

pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau 

pengujian, pengumpulan dan pengangkutan/peredaran 

hasil hutan bukan kayu. 

2. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang 

selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi 

berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan 

dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan 

penatausahaan hasil hutan. 

3. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat 

HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati 

maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya 

yang berasal dari hutan negara. 

4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah 

yang tidak dibebani hak atas tanah.  

5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang 

selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk 

mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan 

lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa 

rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman 

obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. 

6. Pemegang Izin adalah badan usaha atau perorangan 

yang melakukan kegiatan usaha pada bidang 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan 

Negara. 

7. Pengelola Hutan adalah badan usaha dan/atau unit 

kelola hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya 

yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pengelolaan hutan. 

8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah 
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